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ABSTRAK 

Permasalahan tanah eks Kasultanan Kasepuhan Cirebon yang sudah terjadi lebih dari 

setengah abad tidak kunjung selesai. Kasultanan Kasepuhan Cirebon dan Pemerintah Kota 

Cirebon saling mengakui status hukum tanah tersebut. Bagi Pemerintah Kota Cirebon, 

permasalahannya dianggap telah selesai karena beranggapan bahwa Cirebon adalah daerah 

Swapraja / bekas Swapraja, sebaliknya bagi pihak Kasultanan Kasepuhan Cirebon tidak bisa 

menerima hal tersebut karena berpendapat bahwa Keraton Kasepuhan Cirebon bukan dan 

tidak pernah menjadi daerah Swapraja. Sampai saat ini, Pemerintah tidak pernah memberikan 

ganti rugi yang jelas atas redistribusi tanah Keraton Kasepuhan Cirebon tersebut. 

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah Yurudis Normatif, dengan 

pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui 

wawancara. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan 

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. Adapun data penunjang yang digunakan dalam penulisan ini adalah data 

primer, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 

1961. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa status hukum tanah Keraton Kasepuhan 

Cirebon sampai saat ini tidak jelas, karena perbedaan penafsiran mengenai daerah swapraja 

dan belum adanya hukum yang secara spesifikasi mengatur hal tersebut. Cirebon tidak pernah 

menjadi daerah Swapraja / bekas Swapraja dan redistribusi atas tanah tersebut berjalan tidak 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud 

dengan redistribusi tanah-tanah yang menjadi objek landreform adalah pembagian tanah-

tanah pertanian yang telah diambil alih oleh pemerintah karena terkena ketentuan larangan 

pemilikan tanah secara maksimum, absentee, tanah swapraja dan/atau bekas swapraja. 

Pemerintah belum bisa menjelaskan arti swapraja dan membuktikan daerah-daerah mana saja 

yang menjadi daerah swapraja. Jadi, secara tidak langsung redistribusi tanah Keraton 

Kasepuhan Cirebon tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta ada indikasi perbuatan 

melawan hukum (1365Bw) yang dilakukan oleh pemerintah. 
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ABSTRACT 

Problems of land ex Kasepuhan of Cirebon Sultanate that has already 

happened more than half a century failed to finish. The Sultanate of Cirebon 

Kasepuhan of Cirebon City Government and mutually recognize the legal status 

of the land. For the Government of the city of Cirebon, the issue is considered to 

have done because it assumed that Cirebon was subdistricts/former Self-

governing, otherwise for the Kasepuhan of Cirebon Sultanate could not receive it 

because it argues that the Cirebon Kasepuhan is not and has never been a Self-

governing region. Until recently, the Government never gave an obvious redress 

over land redistribution Kasepuhan of Cirebon. 

Research methods in writing this is Normative Jurudical, with the 

collection of data is done through the study of library and field research through 

interviews. Juridical normative Method is a method of legal research conducted 

with secondary law composed of primary law, secondary law materials, and legal 

materials tertiary. As for the supporting data were used in the writing of this is 

primary data, i.e. the Principal Agrarian legislation and Government Regulation 

Number 224 the year 1961. 

The results of this research show that the legal status of the land of 

Kasepuhan of Cirebon to date is not clear, due to differences of interpretation 

regarding the subdistricts and yet the existence of a law which is the set of 

specifications. Cirebon was never the swapraja/ex swapraja and redistribution of 

land that runs is not in accordance with the provisions of the applicable 

legislation. While that is the redistribution of lands that become objects 

landreform was the Division of the agricultural lands that have been taken over 

by the Government because of the prohibition provisions affected landholdings in 

maximum, absentee, land self-governing and/or former self-governing. The 

Government has not been able to explain the meaning of self-governing and prove 

the areas which became self-governing. So, indirectly, Cirebon Kasepuhan land 

redistribution has no clear legal basis and no indication of a tort committed 

(1365Bw) by the Government. 
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